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G. Peratiron Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 45 Tahun 2013 tentang Uralan
Tugas, dan Fungsi Kepala Dinss, Seleretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Repala Seksi dan Jabatan Fungsional pacs Dinas Pendiclikan das Kebudayaan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor = 36 Tahun 2014 te

Pedoman Pendirian, Perubshan, dar Pemiupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menenpah:

2. Surst Kepala Sekutah  Sekolah Menengah Petama IT AS-SHIDDIIQI Kecamarn

Pemayung Nomor : "4220758MP IT AS-SHIDDIQIDY2015 Tanggal 21
Seplember 2015 Perihal Permchoman lzin Pendirian dan operazsional  Selolal
Murengah Pertama T AS-SHIDDIIQL Kelurshan Pemayung Kecematan Femmyung

3. Berita Acann Verifikasi Tim Dinas P dan K Kabupaten Batang Harl  tentang
Relayakan 1zin Operasiomal Sekciah Menengah Pertamn IT AS-SHIDDIQT
ISLAMIC BOARDING SCHOOT, Kelurshan Pemayung Kecamatan Pemayung

MEMUTUSKAN :

KEFUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN KARUPATEN
BATANG HARI TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL 3EKOLAH
MENENGAH PERTAMA IT AS-SHIDDHQI ISLAMIC BOARDING SCHOOL
KELURAHAN PEMAYTUNG KECAMATAN PEMAYUNG

Menetaplean Pendinan  dan Tzin Cperasional Sekolah Menergah Petamg 1T AS-
SHIDDIQI ISLAMIC BOARDING SCHEOOL yait :

Nama Sekolah Menengah Pertama IT AS-SHIDDII)!
Alamat - Kelurahan Pemayung Kecamatan Pemayung

Sekolah Menengah Pertama 17 AS-SHIDDIEY! Kelurahan Pemayung Kecamatan
Pemnayunp, ssbugaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasionalkan peda Tahun
Pelaaran 2014 / 2015,

Segala biava vang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibsberkan kepada Anpparan
Tayasan AMIR AS-SHIDIDIQT subsidi vang relevan dan Pemerintah

Keputusan i berlaku sejak tangeal  ditetepkan, sampal shengan dikeluarkannya
peraturan baru tentang tzin pendirian dan operesionil sekolah dan regala sssustunya
diam diubah dan diperbaiki kembal; sebagaimany mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdspat keleliruan dalam peretapan ini,

Ditetapkan di  ;  Muara Dulian

Pada Tanggal . * Oktober 2015
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|. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayann di Jekaris
- Bepak Gubemur Provinsi Jambi di Jambi

- Dapek Bupali Baang Hari di Muera Bulian

. Bapak Kepala Dinas Pendidiksn Provins; Jambi di Jambi
Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Musra Bulian
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PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Kecamatan Muara Bulian Telp/Fax (0743) 71038
Wabslte : www.disdikbud batanpharikab.go.id Emai - pdk@hstangharivab.go.id
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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR: 2{¢ TAHUN 2015

TENTANG
FENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN AMIR AS-SITIDDIQI SERKOLAH
MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AS-SHIDIIQI ISLAMIC

BOARDING SCHOOL KECAVIATAN PEMAYUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang a. babwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensy, dan tertib administrasi
pengelolaan  pendidikan serta unnk mendulung Program Pendidikar Menengah
Universal dan merambah days lampung sisws maka pertu adanya penambahan
Sekalah swastadi kabupaten Batarg Hari

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud poda huruf perlu
menelapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan din Kebudayaan Kabupsten
Batang Hari tentang Pendinan dan Izin Operasional Sekolah Menengzh Pertama [T
AS-SHIDDIIQI Kelurahan, I'émayang Kecamatan Pemayung

L : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tehun 1956 lenlang Pembertukin Daerah Otonom
Kabupaien dalam Lingkungan Daerzh Provinsi Sumaters Tengzh (Lemberan Negara
Regublilk Indonesic Tshun 1956 Numur 25) sehagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentanz Pembentukan Daerah Tingkat 11
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomer 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
~Indonesis Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenlang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor TE, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar A0, )

3. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintshan Daerah {Lembaran
Negara Republix Tndongsia Tahun 2014 Namar 244, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan  Pemerintah - Nomor 28 Tahun 1990  tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negare Republik Indenesia Tahun 1950 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Nepara Republit Indonesia  Nomor 3412), sebacaimana telsh dubah dengan
Peraturan Pemerintsh Nomor 55 Tahun 1998, ( Lembaren Megara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia
Nomor 3763),

4. Peranran Pemenintsh Nomor 17 Tehun 2010 tentang  Penpelolsan  dan
Penyelengparaan Pendidkan (Lembaran Negara Republik Indenesis Tahun 2010
Nemor 23, Tambshan Lembuan Negara Kepublik Indonesia Nomor 510%),
sebagaimana telsh diubah dengan Peraturan Pemerintsh Momer 66 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nomor 112 Tembahan Lembaran
Nogara Republik Indonesia 5157 ;

5. Pm[wnhﬁabupatmﬂmﬂmrhmm 7 Tshun 2007 tentang Wajib
Belajar Dua Belns Tahon (Lembaran Daerah Ksbupates Batang Hari Tahun 2007



